


 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);  
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 66l7); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan 

Berusaha Dan Layanan Daerah (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6622); 
 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 



120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Landak Nomor 11); 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Landak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 103); 
 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13); 
 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak  

Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Landak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak  

Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Landak Nomor 102); 
 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 25); 
 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak 

(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 

98); 
 

 

 

 



 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah 

Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10); 
 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 8); 
 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Landak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak 

Tahun 2022 Nomor 3); 
 

  22. Peraturan Bupati Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten 

Landak Tahun 2011 Nomor 1); 
 

  23. Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak 

dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten 

Landak Tahun 2021 Nomor 778); 
 

24. Peraturan Bupati Landak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 811); 
 

  25. Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 42). 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  
 

KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI 

LANDAK NOMOR 150/BPRD/TAHUN 2022 TENTANG PENERIMA 

INSENTIF PAJAK DAERAH DAN BESARAN INSENTIF PAJAK DAERAH, 

BERDASARKAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PENERIMAAN SERTA 

BESARNYA INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAAN DAN 

PERKOTAAN KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2022.  
 

KEDUA 

 
 

: Penerima Insentif Pajak Daerah adalah Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Landak sebagai instansi pelaksana pemungutan 

Pajak Daerah Kabupaten Landak. 
 

KETIGA : Besarnya insentif Pajak Daerah adalah 5% (lima persen) dan secara 

proporsional dibayarkan kepada pelaksana pemungut pajak dan kepada 

Kepala Desa, Kepala Dusun  dan Camat untuk pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
 

KEEMPAT : Penerima Insentif Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan Besaran Insentif sebagaimana dimaksud 

pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini. 

 








